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PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pulau  Punjung  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN

DHARMASRAYA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN DHARMASRAYA,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan memeriksa  alat  bukti  di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  10 Januari  2019

telah mengajukan gugatan  Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama Pulau  Punjung,  dengan  Nomor  18/Pdt.G/2019/PA.Plj,  10

Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

 

1. Bahwa Penggugat  adalah isteri  sah  Tergugat  yang  menikah di

KUA Koto Salak, pada tanggal 08 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan

Akta  Nikah  Nomor:  **/*/***/****  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Koto Salak, pada tanggal 08 Maret 2018; 
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN DHARMASRAYA;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat  dengan  Tergugat,  belum

bergaul sebagai suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa  semenjak  sebulan  setelah  menikah  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai  tidak rukun dan tidak harmonis, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : 

4.1. Tergugat  kurang  perhatian  dan  tidak  mau  tahu  dengan

keadaan Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah

untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

4.2. Penggugat seorang yang keras kepala dan selalu menuruti

egonya selaku kepala keluarga dan tidak menghormati Penggugat;

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat terjadi pada waktu Tergugat dinas malam,

dan  setelah  itu  pulang  kerumah  tempat  kediaman  Tergugat,  dan

Tergugat  menginginkan  Penggugat  untuk  tinggal  dirumah  orang  tua

Tergugat, dan Penggugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat

karena jarak yang jauh;

6. Bahwa semenjak itu Tergugat tidak mau pulang kerumah Orang

tua Penggugat hingga sekarang, lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya; 

7. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  serta  pihak  keluarga

masing-masing  tidak  ada  upaya  untuk  memperbaiki  hubungan

Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa  berdasarkan  uraian  permasalahan  diatas  sekarang

Penggugat  berkesimpulan  tidak  mau  lagi  untuk  melanjutkan  tali

perkawinan dengan Tergugat,  oleh karena itu Penggugat memutuskan

akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di  atas, Penggugat dalam

menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang

timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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       Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim

Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili  gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT)  

3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara. 

 Subsider :

 Apabila  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat

Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Plj., tanggal 22 Januari 2019 dan

06  Februari  2019  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamai  Penggugat  dengan

menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,

namun tidak berhasil  dan perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena Tergugat

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut;

Bahwa,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;
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Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak

dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  an.

PENGGUGAT(Penggugat) NIK 1310014803910002 yang dikeluarkan oleh

Pemerintah  Daerah Kabupaten Dharmasraya tanggal  27  Februari  2015

Bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat)

Nomor **/*/***/****, tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat  Nikah KUA Kecamatan  Koto  Salak,  Kabupaten Dharmasraya,

Bukti P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat/ tanggal lahir, Pulau Mainan, 21 Agustus 1982,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal  di

KABUPATEN  DHARMASRAYA  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang

100  meter  dan  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami

isteri ;

 Bahwa,  Penggugat  dengan Tergugat  menikah sekitar  bulan  Maret

tahun 2018 ;

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di

KABUPATEN DHARMASRAYA;
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 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

anak ;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

tidak rukun sejak 1(satu) bulan setelah mereka menikah ;

 Bahwa,  saksi  sering  melihat  bahwa  antara  Penggugat  dengan

Tergugat kurang berkomuniksai lagi  dan Penggugat juga mengadukan

kepada Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi ;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  Penggugat  dengan  Tergugat

tidak rukun karena Penggugat sebagai bidan Puskesmas juga bertugas

dimalam hari/Piket malam namun Tergugat keberatan ketika Penggugat

piket  malam hari  sehingga  hal  ini  memicu tidak  rukunnya Penggugat

dengan Tergugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari

rumah kediaman bersama;

 Bahwa,  pihak  keluarga  tidak  ada  berusaha  untuk  merukunkan

Penggugat  dengan  Tergugat  karena  mereka  tidak  mau  lagi  untuk

dirukunkan,  namun  saksi  berupaya  menasehati  Penggugat,  tidak

berhasil;

 Bahwa,  keterangan  tersebut  saksi  sampaikan  berdasarkan

pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 2,  Tempat/tanggal lahir,  Jati  Salam, 14 November 1986,

agama Islam, pendidikan S.1 Undari, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Dharmasraya  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi Tetangga Penggugat dengan jarak rumah 150 meter

saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada bulan maret 2018;
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 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di  KABUPATEN

DHARMASRAYA;

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum punya anak ;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

sejak satu bulan setelah menikah tidak rukun ;

 Bahwa, Penggugat mengadukan terus menerus kepada Saksi bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, bahkan antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami

istri ;

 Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat keberatan

Penggugat  piket  malam  di  Puskesmas  karena  penggugat  bekerja

sebagai bidan di Puskesmas ;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah

tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi dari

rumah kediaman bersama;

 Bahwa,  pihak  keluarga  tidak  ada  berusaha  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat karena mereka tidak mau untuk didamaikan

namun saksi berupaya menasehati Penggugat, tidak berhasil;

  Bahwa,  keterangan  tersebut  saksi  sampaikan  berdasarkan

pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  tidak  mengajukan  alat  bukti  lain  dan

mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga

negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, beralamat

di KABUPATEN DHARMASRAYA.;

Menimbang,  bahwa  alamat  Penggugat  tersebut  termasuk  yurisdiksi

relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali  dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap

dan tidak pula mengutus  orang lain  sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah

serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan

yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sesuai  dengan

relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 22 Januari 2019 dan 06

Februari 2019 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg,

perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 
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Menimbang  bahwa  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  sependapat  dan

mengambil  alih  dalil  Hukum Islam yang  tercantum  dalam Kitab  Al-Ahkamul

Qur’an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

ãä ÏÚí Åáì ÍÇßã ãä ÍßÇã ÇáãÓáãíä Ýáã íÌÈ Ýåæ ÙÇáã áÇ ÍÞ

áå

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian

tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim

dan gugurlah haknya”;

Menimbang,  bahwa  berhubung  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka

upaya  damai  dimana  Majelis  Hakim  tetap  memberikan  nasehat  kepada

Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah

tangganya  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil  sebagaimana

dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang

sah; 

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya Penggugat  mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Koto Salak,  pada tanggal  08

Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di

atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;
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Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang

mempunyai  kekuatan  mengikat  (bindende)  dan  sempurna  (volledig),  dan

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,

telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  serta  telah  dicocokkan  dengan

aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah

pada tanggal 08 Maret 2018;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  harus

dinyatakan  bahwa  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri  yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai

gugatan Penggugat  mempunyai  dasar  hukum dan Penggugat  memiliki  legal

standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  adalah  sebagai

berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat  dengan Tergugat  awal

rukun  dan  harmonis,  namun  semenjak  satu  bulan  setelah  pernikahan

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat  kurang  perhatian  dan  tidak  mau  tahu  dengan  keadaan

Penggugat,  dan  Tergugat  kurang  dalam  memberikan  nafkah  untuk

memenuhi kebutuhan keluarga dan seorang yang keras kepala dan selalu

menuruti  egonya  selaku  kepala  keluarga  dan  tidak  menghormati

Penggugat;

2. Bahwa,  sudah tujuh  bulan  Tergugat  pergi  meninggalkan rumah

kediaman bersama sampai sekarang;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin

untuk diteruskan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan

Tergugat;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil  gugatannya

tersebut,  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  berupa  dua  orang  saksi

sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang,  bahwa  saksi  1  dan  saksi  2,  yang  diajukan  Penggugat

keduanya  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan

keterangannya  telah  disumpah terlebih  dahulu,  oleh  karenanya kedua saksi

tersebut  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

nomor  1,  2,  3,  4,  5,  dan  6  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  mengetahui  Penggugat  dengan Tergugat  pisah rumah

sejak tujuh bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai

sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

nomor  1,  2,  3,  4,  5,  dan  6  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah

rumah sejak tujuh bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama,

oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
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1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah

yang telah menikah pada tanggal 08 Maret 2018, di  Kecamatan Koto

Salak, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  belum  melakukan  hubungan

layaknya suami istri;

3. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah;

4. Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pisah  rumah

sejak tujuh bulan terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  atas,  majelis  berpendapat

bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah,  sehingga

harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah

dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan

terwujud lagi; 

Menimbang,  bahwa  indikasi  pecahnya  hubungan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari  perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi  sejak  satu  bulan  setelah  menikah,  disusul  pisahnya Penggugat

dengan  Tergugat  yang  lamanya  sudah  tujuh  bulan  terakhir,  masing  masing

pihak tidak lagi  menjalankan kewajiban masing masing sebagai  suami isteri,

ditambah lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak

mau berbaik  lagi  dengan  Tergugat,  suatu  pertanda  bahwa Penggugat  telah

tidak  senang  lagi  dengan  Tergugat  dan  dalam  keadaan  demikian  Majelis

diperbolehkan  menjatuhkan  talak  satu  Tergugat  sebagai  suami  terhadap

Penggugat sebagai  isterinya, sesuai  dengan pendapat  ahli  fikih dalam Kitab

Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ÇÐÇ ÇÔÊÏ ÚÏã ÇáÑÛÈÉ ÇáÒæÌÉ áÒæÌåÇ ØáÞ Úáíå ÇáÞÇÖí

ØáÞÉ
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Artinya:  Apabila  istri  sudah  sangat  tidak  senang  pada  suaminya,  maka  Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum

Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri dan belum

pernah  dijatuhkan  talak  oleh  Tergugat,  maka  petitum  gugatan  Penggugat

mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf a dan c Kompilasi

Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa karena perkara a  quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan,  Tergugat  yang telah  dipanggil  secara resmi

dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)

 terhadap  Penggugat (PENGGUGAT) ; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa tanggal  12  Februari  2019 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal  7 Jumadil  Akhir  1440 Hijriah, oleh kami  Azizah Ali,

S.H.I.,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Salman,  S.H.I.,  M.A dan  Mirwan,  S.H.I,

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahmi S, SH., sebagai

Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

TTD

    Mirwan, S.H.I

Panitera,

TTD

Fahmi S, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 420.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).
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